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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LK]j) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan
baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang yang telah bekerja sama
untuk melaksananan pembuatan laporan ini.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud
pertanggungjawaban Kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan
pemerintahan yang baik (good government) dan juga merupakan wujud pelaksanaan
tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan
anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja
pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2025 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran
sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian
kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya
masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritk dan saran yang
membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang
akan datang.

Lumajang, 26 Maret 2025

Kepala Bagian
Tata Pemerintahan

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001
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BAB |
PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan
bahwa pejabat eselon Il berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tribulan
kepada pejabat eselon Il. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling
lambat 10 hari kerja sejak berakhirnya periode tribulan. Dan, Kepala Bagian Tata
Pemerintahan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon Il tentunya juga
berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja tribulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan
perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam
mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai
dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja
dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan
efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan
pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan

Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana amanat Peraturan Bupati
Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut,
khususnya pasal 6 ayat (1) telah diamanatkan bahwa Kepala Bagian Tata
Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan
perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring
dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, pembinaan
administrasi dan pembinaan sumber daya serta aparatur dan manajemen pelaporan
pemerintah daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah serta
kerjasama dan administrasi kewilayahan. Adapun fungsi Kepala Bagian Tata

Pemerintahan adalah sebagai berikut :
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TATA PEMERINTAHAN

Pelaksanaan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang
administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi
Kewilayahan;

Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan serta petunjuk
teknis/petunjuk pelaksanaan di bidang administrasi pemerintahan dan Otonomi
Daerah, Kerjasama dan administrasi kewilayahan;

Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, supervisi, bimbingan dan konsultasi di bidang
administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi
kewilayahan;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang administrasi pemerintahan
dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan;

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah — langkah dan tindakan —
tindakan yang perlu diambil di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi
daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan kepada Sekretaris Daerah
melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan fungsinya.

Adapun bagan struktur organisasi dari Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagaimana berikut :

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

‘ TRIKONDO CAHYONO, S.50s
% Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Q HARIS HERMANSYAH
i Analis Kebijakan Muda

MIFTA AGUSTIN, S.Sos
_ * " Analis Kebijakan Ahli Pertama
L
n‘l::."( SANIFA, S.E., SAODAH, S.AP
Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan

NILA CHRISTANTI,
y S.5.S.1.P

Penelaah Teknis Kebijakan

PUTRI NUR ANGGREINI,
S.Kom
Pengolah Data

MOHAMMAD YANI . ACI DHAMAR KARTIKA

Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran

MIRYATI, S.AP

¥ Pengadministrasi
Kepegawaian

RENDI HIDAYAT, SE SEPTINA K. Devi, AMd
Pengolah Data Pengolah Data

RIFKY SYAIFUL RIZAL
Pengadministrasi Umum

DINDA YUNITA DWI Q

VENY DIA KENCANA, SE
Pengadministrasi Keuangan
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1.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Tata Pemerintahan
Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang didukung dengan
Sumber Daya Manusia sebanyak 14 orang (kondisi per 1 Maret 2025), dengan

komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Komposisi Pegawai

GOLO
STATUS KEPEGAWAIAN GOLONGAN PNS | NGAN TINGKAT PENDIDIKAN
PPPK
NO. OPD
P
I's.d SM DIV/
N | CPNS | PPPK | TKB | I | I | | Iv SD | smP DI | DIll
XVII A s1

BAGIAN TATA

PEMERINTAHAN

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang per 31 Maret
2025 sebanyak 14 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural
sebanyak 1 orang, pejabat fungsional sebanyak 2 orang, pejabat
pelaksana sebanyak 5 orang, pejabat PNS sebanyak 7 orang, PPPK
sebanyak 1 orang dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang. Perbandingan
pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 25 % : 75 % dengan

pegawai laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 9 orang.




LYNMAagitnG

EKSOTIK

BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala

Bagian Tata Pemerintahan dengan Asisten Pemerintahan adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tahun 2025
No. Sasgran Indikator Kinerja Kegiatan Target
Kegiatan
1) 2) 3 4)
1. | Meningkatnya | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan 100 %
tata kelola Perangkat Daerah
emerintahan ——— - .
P . Persentase fasilitasi penyediaan jasa 100 %
yang baik

penunjang operasional kantor

Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD 100 %

Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 100 %

Persentase Terlaksananya Administrasi Tata | 100 %
Pemerintahan

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi 100 %
Kerjasama yang dilaksanakan

Persentase Fasilitasi Administrasi BMD 100 %
Perangkat Daerah

Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, | 100 %
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
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2.2. CAPAIAN KINERJA
Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2025, capaian kinerjanya

adalah :
Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tahun 2025
No. Sasgran Indlkato.r Kinerja Target | Realisasi | Capaian
Kegiatan Kegiatan
2 3 4 5 6=5/4
Meningkatnya | Persentase fasilitasi 100 % 50% 50%
tata kelola Administrasi Keuangan
pemerintahan | Perangkat Daerah
yang baik Persentase fasilitasi 100 % 50% 50%

penyediaan jasa
penunjang operasional

kantor

Persentase fasilitasi 100 % 50% 50%
Administrasi Umum PD

Persentase fasilitasi 100 % 50% 50%
pemeliharaan BMD

Persentase 100 % 60% 60%

Terlaksananya
Administrasi Tata
Pemerintahan
Persentase Fasilitasi dan | 100 % 67% 67%
Koordinasi Kerjasama
yang dilaksanakan

Persentase Fasilitasi 100 % 50% 50%
Administrasi BMD
Perangkat Daerah
Persentase Fasilitasi 100 % 50% 50%
Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
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Dari tabel 2.2 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian kegiatan fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
sampai dengan Tribulan Il yaitu 50% dari target 100% Tahun 2025.

2. Capaian kegiatan fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor
Tribulan Il yaitu 50% dari target 100% Tahun 2025. Terdapat beberapa sub
kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Penyediaan jasa surat menyurat,
dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

3. Capaian kegiatan fasilitasi Administrasi Umum PD Tribulan Il yaitu 50%.
dari target Tahun 2025 100% dengan realisasi 50%. Sub kegiatan yang
dilaksanakan vyaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Fasilitasi
Kunjungan Tamu, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Capaian kegiatan fasilitasi pemeliharaan BMD Tribulan 1l yaitu 50%. dari
target Tahun 2025 100% dengan realisasi 50%. Sub kegiatan yang
dilaksanakan yaitu penyediaan BBM kendaraan dinas jabatan.

5. Capaian kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Tribulan 1l Tahun 2025
yaitu 60% dari target Tahun 2025 100% dengan realisasi 60%. Kinerja
pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang sudah dilaksanakan
pada Tribulan Il Tahun 2025 meliputi :

1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun Anggaran 2024

2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir
Tahun Anggaran 2024

3) Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2024

4) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun
Anggaran 2024

5) luran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

6) Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIX Tahun 2025

6. Capaian kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan
pada Tribulan Il Tahun 2025 yaitu 114% dari target Tahun 2025 sebesar
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100% dengan realisasi 67%. Diantaranya terdapat 3 Dokumen pada
Tribulan | dan 8 Dokumen pada Tribulan I1:

» Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Tribulan | :

1) Perjanjian Kerjasama antara Universitas Hafshawaty Zainul Hasan
dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Peyelenggaraan
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lumajang;

2) Perjanjian Kerjasama antara Fakultas [Imu Kesehatan Universitas dr.
SOEBANDI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan
Sumber Daya; dan

3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang
dengan Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia.

» Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Tribulan Il :

1) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resor
Lumajang tentang Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum Secara Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat di
Kabupaten Lumajang;

2) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan
Kejaksaan Negeri Lumajang tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lumajang;

3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang
dengan Kejaksaan Negeri Lumajang tentang Penanganan Masalah
Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

4) Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang dengan PT. Bank Pembangunan Jawa Timur

Tbk Cabang Lumajang tentang Pengelolaan Uang Daerah,;
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5) Kesepakatan Bersama antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Lumajang dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lumajang tentang
Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja
Bukan Penerima Upah yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau;

6) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lumajang tentang Perluasan
Kepesertaan Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Kabupaten Lumajang;

7) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan
Kabupaten Jember tentang Replikasi Inovasi — Inovasi yang
dilaksanakan Pemerintah Daerabh;

8) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan
PT. Bank Pembangunan Jawa Timur, Tbk Cabang Lumajang tentang
Layanan Jasa Keuangan Desa Secara Non Tunai; dan

9) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang
dengan STIKes Bhakti Al-Qodiri Jember tentang Pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Lumajang.

7. Capaian Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang dilaksanakan
pada Tribulan Il Tahun 2025 yaitu 50% dari target Tahun 2025 sebesar
100% dengan realisasi 50%.

8. Capaian Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja yang dilaksanakan pada Tribulan Il Tahun 2025 yaitu 50% dari
target Tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi 50%.
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No.

Sasaran
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Anggaran

Kinerja

Pagu

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Efisiensi

[ERN

2

3

4

5

6

8

9

10=9-6

Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
yang baik

Persentase fasilitasi
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Rp 22.822.000

Rp

7.024.000

30,78%

100%

50%

50%

19,22%

Persentase fasilitasi
penyediaan jasa
penunjang operasional
kantor

Rp 72.062.000

Rp

29.767.115

41,31%

100%

50%

50%

8,69%

Persentase fasilitasi
Administrasi Umum PD

Rp 117.900.140

Rp

15.635.402

13,26%

100%

50%

50%

36,74%

Persentase fasilitasi
pemeliharaan BMD

Rp 42.850.000

Rp

11.074.378

25,84%

100%

50%

50%

24,16%

Persentase Terlaksananya
Administrasi Tata
Pemerintahan

Rp 351.846.450

Rp

191.003.264

54,29%

100%

60%

60%

5,71%

Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Kerjasama
yang dilaksanakan

Rp 40.050.000

Rp

10.200.000

25,47%

100%

67%

114%

88,53%

Persentase Fasilitasi
Administrasi BMD
Perangkat Daerah

Rp  1.968.000

Rp O

0%

100 %

50%

50%

50%

Persentase Fasilitasi
Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja

Rp 1.710.000

Rp

1.719.000

100%

100 %

50%

50%

50%
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Dari tabel 2.3 terlihat bahwa :

1.

Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19,22%
dengan capaian kinerja sebesar 50% dengan realisasi kinerja sebesar 50%
terhadap target 100%.
capaian anggaran Tribulan Il yaitu 30,78% dengan realisasi anggaran sesuai LRA
Rp. 7.024.000 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 22.822.000.
Efisiensi Persentase fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor
yaitu 8,69% dengan capaian kinerja sebesar 50% dengan realisasi kinerja
sebesar 50% terhadap target 100%.
capaian anggaran Tribulan Il 41,31% dengan realisasi anggaran sesuai LRA Rp
29.767.115 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 72.062.000.
Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD vyaitu 36,74% dengan
capaian kinerja sebesar 50% dengan realisasi kinerja sebesar 50% terhadap
target 100%.
Capaian anggaran Tribulan Il sebesar 13,26% dengan realisasi anggaran sesuai
LRA Rp 15.635.402 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 117.900.140.
Efisiensi Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD yaitu 24,16% dengan capaian
kinerja sebesar 50% dengan realisasi kinerja sebesar 50% terhadap target 100%.
Capaian anggaran Tribulan Il sebesar 25,84% dengan realisasi anggaran sesuai
LRA sebesar Rp 11.074.378 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 42.850.000.
Efisiensi Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan yaitu 5,71%
dengan capaian kinerja 60% dengan realisasi kinerja sebesar 60% terhadap
target 100%. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut :
1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Tahun Anggaran 2024 (dilaksanakan pada Tribulan I)
2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun
Anggaran 2024 (dilaksanakan pada Tribulan I)
3) Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(RLPPD) Tahun Anggaran 2024 2024 (dilaksanakan pada Tribulan I)
4) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran
2024 2024 (dilaksanakan pada Tribulan 1)

10
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5) luran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2024

(dilaksanakan pada Tribulan I)

6) Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIX Tahun 2025 2024

(dilaksanakan pada Tribulan I1)

Capaian anggaran sampai dengan Tribulan 1l 54,29% dengan realisasi anggaran

sesuai LRA sebesar Rp 191.003.264 dari Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp
351.846.450.

Efisiensi Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan

yaitu 88,53% dengan capaian kinerja 114% dengan realisasi kinerja 67%

terhadap target sebesar 100%

Capaian anggaran Tribulan Il 25,47% dengan realisasi anggaran sesuai LRA

sebesar Rp 10.200.000 dari anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 40.050.000.

Diantaranya terdapat 3 Dokumen pada Tribulan | dan 8 Dokumen pada Tribulan

Il yang telah ditandatangani dengan rincian sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Perjanjian Kerjasama antara Universitas Hafshawaty Zainul Hasan dengan
Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Peyelenggaraan Pendidikan,
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia di Kabupaten Lumajang;

Perjanjian Kerjasama antara Fakultas llmu Kesehatan Universitas dr.
SOEBANDI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Pendidikan,
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya; dan
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan
Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian
Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan
Kejaksaan Negeri Lumajang tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara;

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan PT
Asuransi Kredit Indonesia tentang Pemanfaatan Asuransi di Kabupaten
Lumajang;

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang
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Lumajang tentang Optimalisasi Kepesertaan Dalam Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang;

7) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan
Sekolah Tinggi llmu Kesehatan Bhakti Al-Qodiri tentang Tri Dharma
Perguruan Tinggi di Kabupaten Lumajang;

8) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumjang dengan
Kejaksaan Negeri Lumajang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lumajang;

9) Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lumajang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada
Masyarakat Universitas Islam Malang tentang Penyelenggaraan Bimbingan
Tenis/Workshop/Seminar/Sosialisasi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Lumajang;

10)Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan PT
Asuransi Kredit Indonesia tentang Asuransi Kecelakaan Diri Bagi
Pengunjung Obyek Wisata yang Dikeloka oleh Pemerintah Kabupaten
Lumajang; dan

11)Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Lumajang tentang
Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan
Penerima Upah yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Tahun 2025.

7. Efisiensi Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah sebesar 50%
dengan capaian kinerja 50% telah memenuhi target sebesar 100% pada sampai
dengan Tribulan 1l Tahun 2025.

8. Efisiensi Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja capaian kinerja sebesar 50% dengan realisasi kinerja 100%
terhadap target sebesar 100% sampai dengan Tribulan II.

Hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 diatas sifathya masih merupakan capaian
penyerapan anggaran Tribulan 1l Tahun Anggaran 2025.

12



LYMMAagutnG

EKSOTIK

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sampai akhir Tahun Anggaran 2025, ada
yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan
adalah mereviu kembali schedule program dan kegiatan yang sudah direncakan pada

dokumen perencanaan. Adapun beberapa strategi yang digunakan dalam mencapai

target kinerja yang belum tercapai di sisa tahun anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja

Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran

No Indikator Kinerja Strategi Yang Digunakan Pada Bulan
Persentase fasilitasi | Melaksanakan Penyediaan | Dilakukan
1. | Administrasi Administrasi Pelaksanaan Tugas | setiap bulan
Keuangan Perangkat | ASN setiap bulan di Tahun
Daerah 2025
2. | Persentase fasilitasi | Melaksanakan Penyediaan Jasa | Dilakukan
penyediaan jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa | setiap bulan
penunjang K.om.unlkasu Sumber Dgya Air dan | di Tahun
operasional kantor Listrik dan Penyediaan Ja_lsa 2025
Pelayanan Umum Kantor setiap
bulan
3. | Persentase fasilitasi | Melaksanakan Penyediaan Bahan | Dilakukan
Administrasi Umum Logistik Kantor dan | setiap bulan
PD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | di Tahun
dan Konsultasi SKPD setiap bulan | 2025
4. | Persentase fasilitasi | Melaksanakan Penyediaan Jasa | Dilakukan
pemeliharaan BMD Pemeliharaan mobil dinas dan | setiap bulan
pemeliharaan komputer dan printer | di Tahun
secara berkala 2025
5. | Persentase 1. Melaksanakan penyusunan | Dilaksanakan
Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan | Tribulan |
Administrasi Tata Pemerintahan daerah
Pemerintahan 2. Melaksanakan pembayaran
APKASI tepat waktu
1. Melaksanakan kegiatan | Dilaksanakan
Upacara Hari Otonomi Daerah | Tribulan Il
1. Melaksanakan kegiatan
sinergisitas
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2. Melaporkan  hasil fasilitasi
PATEN di Kecamatan semester
I

1. Melaksanakan Upacara Hari
Jadi Provinsi Jawa Timur

2. Melaksanakan hasil fasilitasi
PATEN di kecamatan semester
Il

Dilaksanakan
pada Tribulan
11

Dilaksanakan
pada Tribulan
\Y]

6. | Persentase Fasilitasi | Meningkatkan target kinerja | Dilakukan
dan Koordinasi kegiatan fasilitasi dan koordinasi | setiap bulan
Kerjasama yang kerjasama, dimana pada Tahun
dilaksanakan 2024 terdapat banyak pengajuan

fasilitasi kerjasama.

7. | Persentase Fasilitasi | Melakukan pelaporan penatauhaan | Dilakukan
Administrasi BMD barang secara tepat waktu pada
Perangkat Daerah Semester |

dan Semester
1

8. | Persentase Fasilitasi
Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja

Melaksanakan perencanan
anggaran secara tepat waktu

Dilakukan
pada Tribulan
| dan Tribulan
v

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara
terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan
perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja,
sehingga ada solusi.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
dan Otonomi Daerah serta penyelenggaraan Kerjasama dan Administrasi

Kewilayahan.

3. Menyusun kegiatan sesuai dan Time Schedule lebih baik lagi.

14
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TATA PEMERINTAIAN ettt

4. Melaksanakan semua kegiatan sesuai Time Schedule yang sudah ada.

5. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait draft Kerjasama.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang

Lain-lain
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CPATA PEMERINTAIAN Rttt

BAB lli
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan

telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

N

. Realisasi anggaran yang sudah terlaksana belum terinput pada Laporan Realisasi
Anggaran sehingga capaian anggaran belum maksimal.
3. Adapun strategi yang dilakukan dengan mencermati kembali time schedule kegiatan

dan anggaran serta melaksanakannya sesuai time schedule yang ditetapkan

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG Lumajang, 2 Juli 2025
Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Dan Kesejahteraan Rakyat @NW/

TRIKONDO CAHYONO, S. Sos
NIP. 19670606 199202 1 001 NIP. 19670916 198809 1 001
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PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka tjudk F h

1 yang efektif, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama INDRIONO KRISHNA MURTI, AP

Jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Ir. PAIMAN

Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Selaku atasan pihak pertama. selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Februari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

/

J

% —
- wm»: s “tl'l'; M‘]’%ﬁ;“‘l’;‘ No. | Sasaran Program Indlkator Kinerja Program Target
(n ) 3) )
1. | Meningkatnya tata | Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan 100 %
kelola Perangkat Daerah
pemerintahan yang | Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang 100 %
baik Operasional Kantor
Persentase Fasilitasi Administrasi Umum 100 %
Perangkat Daerah
Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik 100 %
Daerah
Persentase Terlaksananya Administrasi Tata 100 %
Pemerintahan
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama 100 %
yang dilaksanakan
Persentase Fasilitasi Administrasi Barang Milik 100 %
Daerah Perangkat Daerah
Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, 100 %
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
NO. PROGRAM ANGGARAN
1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 22.822.000
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan ~~ Rp  72.062.000
Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 117.900.140
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Rp  42850.000
Urusan Pemerintahan Daerah
5. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Rp 351846450
6. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah Rp  40.050.000
7. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Rp 1.968.000
Daerah
8. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja ~~ Rp  1.710.000
Perangkat Daerah
JUMLAH Rp 651.208.590

Lumajang, 10 Februari 2025

KEPALA BAGIAN
TATA PEMERINTAHAN

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

(\\,i(\w —

Ir/PAIMAN
NIP. 19676606 199202 1 001

TRIKONDO CAHYONO. S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001
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1. Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Logistic Tribulan |

UD. INTI JAYA
Prisma Dalan D
Jin. Kyai Muksin No. 57 (Depan RS LUMAJANG
Teip. (0334) 837130 HP. 085234086762

Tql. fo / Ao2g

Nama : 7. e
Banyak H;
| P Nama Barang Jarga | Jumian
/) ROl e 9 Fcwo

« Melayani Pesanan Lewat Telepon diantar sampal
ditempat dengan cepat : Elpiji, Aqua, Club JUMLAH Rp.
Service Kompor Gas dan Persewaan Kompor Gas

« Material Bangunan : Pasir, Batu Bata, Batu Kali, Buang Bongkaran, dil.

HARIC HERIMANS YAy
e 1982131994 03 1006

b. Penyediaan Logistic Tribulan Il

2028

IRy | Eoro owa

1¥9 [Tam oetomeany
5 [ wary ®e Grow @il |
A g cae var i

L e )

NOTA No .

B“'"'yV:k NAMA BARANG Harga | Jumlah Uang
3 [Muli W0 -A faciaw Ry g 48 400| (o1 700

U |Vikal oM gt pors Bira| Iy 000 | 1y. 900
U [Bagoou A€ toning Coowml yp.200| Ho. 200
|| Gtella A= Aple 24wl oo Y2.60>
U | CuntoUt \SD0 ML 2\. soo| 2|- 5o
| [S Kun p Merak 2%, 20| 23.200
L |Lap makaw At 35 5.eo0|  [6- 6

MENGETAde SUYS P 1000 ROy | g.o| 8-(c0
Pejabat Pemliuat Kom Y P e Hijau 7900 7200

JUMLAH Rp. | 236 . 000
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2. Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tribulan |

KWITANSI

4 ek - 5.1.0204.01.0001

BENDAHAIA PENGELUARAN PEMFANTL BAGIAN TATA FEMIRINTANIAN

Eipat Juto Seratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tujub Belas Rupiah

&'Vl k.

ACLDHANAR
NIP. 19860805 200604 2 0

1)
NIP19680813 199403 1 006

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

o FERINGIAN BIAVA T oL et
e [
TOTAL Rp N 4116417, =

Bae

NIP19660813 199403 1006

[keftatiNos  £O4s |

!’! Sudah Terima Dari 1+ endahara Pengeluaran Pembantu Bagian Tata Pemerintahan
\

"

|

Jumlah {lang Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ‘

\s (ntuk Pembagaran Oloayar biaya konsums Repal Pembahasan Draft Perjanjian Kera Sama antara
L)) & Pemerintsh Kabupaten Lumajeng dan Pemenniah Daerah Proving: Jawa Timur dan
Kepoksian Resor Lumajsng lentang Fasiitasl Pemungutan Retribusi Parke di Tepi
Jalen Umum secara berlanggenan pada Kontor Bersama Semest di Kabupsien
Lumajang, tangpal 21 April 2025, sebagamans terlampir

Bruto Rp 450,000
PPh23 Rp 9,000 -
Rp 441,000
\/
p'S g
l‘,’ Terbilang : R; 450,000
i ‘; Menyetujul Lunas Dibayar, Lumajang, Jo Apdl 2w
PPTK Bend. Pengeluaran Pembantu & Kasir Yang Menerima,
\ : //":‘ ; i, %
G & g
HARIS HERMANSYAH ACI DHAMAR KARTIKA ZAINAH
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.

L [‘
!‘! Sudah Terima Dar Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Tata Pemenntahan

Y [umlah Uang Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ‘

rAfa |Untuk Pembayaran . Dibayar baya onsumsi Rapat Pembshasan Draft Pedanjian Kena Sama
X antara Pemerntah Kabupaten Lumajang dengan Kejaksaan Neger Lumajang

tentang Penyelenggaraan Pelayanen Public Dalam Mal Pelayanan Public

Kabupaten Lumajang. targoal 29 April 2025, sebagaimana terlampir

Bruto Rp 525,000
PPh23 Rp 10.500 -
Rp 514,500
| )
bl
J'$ Terblang éé 525,000
1’; Menyetujus Lunas Dibayar, Lumajang, 2 Ap 2444
‘ PPTK Bend. Pengeluaran Pembantu & Kasir Yang Menenma,
N\ K
{ s
- 7

ACI DHAMAR KARTIKA
52006042004

| Kwitansi No . 0044
(:I ‘S"A"k Terima Dari + genganara Pengeluaran Pembantu Bagian Tata Pemerintahan
# = :
W [ Jumlah (lang L Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupish |
(
Dibayar biays konsumsi Koordinasi Persiapan Upacars Peringatsn Han
o o r"b.y"n ¥ Ovonyemv Da)::h ke-XXIX Tshun 2025 di Kabupsten Lumajang. tanggal 24
April 2025, sabagaimana terlampir :
ol Bruto Rp 375,000
e PPR23 Rp 7,500 -
¢ Rp 367,500
Tebians: [ 375,000]
“ Menyetujui Lunas Dibayar, Lumajang, &Ar-‘f\. 2oy
PPTK Bend. Pengeluaran Pembantu & Kasir Yang Menerima,
~ P <
Q
’
. -
HARIS HERMANSYAH ACI DHAMAR KARTIKA |
SCANRIA1SA4031

3.1. Fasilitasi Pemeliharaan BMD Tribulan |

0526706

AN e

Wi
Wit A
Anti) )

T Al
N ST A A
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3.2. Fasilitasi Pemeliharaan BMD Tribulan |

b

il JNGAMNRGA
e TRAEI O

INC TOL 14080 11 | hngiri
w1 s TBEKON s ﬁws:pmﬂmm
NIP. 19 o

21/ 32025 05:48:43
NO: 7:2697 rpwsxgaln
ASAl : PORONC 105 091

Pejat }p

Eﬁt 1 e-Toll SaadiriRp 10001 /

032982892 346317 Rp 1706110

JASAMARGA
Infa ¥ 14080

SIDOARID 2 EXIT
5

QAR

swEre
Serdare : €8 XELOM TR
i 1 oToll M1 955
QUSAT ZB3MER,  Sisa Salde Re 51160

SPBU BP-/~KR

tact Tame (61: &)
© Sequence i
w1
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4.1. Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Tribulan |

1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun

Anggaran 2024,

22

[ N/  LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024

Kata Pengantar

R

Aeeall Caw Worehmatalis Wobsralatad
Son Slters By e S

Puj syukur kehadial Allh SWT
atos impohan rahmat dan hidayah-
Nya sehingga Laporon
Penyelenggoroan  Pemerintohan
Doerah Kabupaten Lumajang Tahun
2024 ini dopat ferselesaikon fepat
waktu,

Peraturan Pemerintoh Repubik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
tentong Loporan  don  Evoluasi
Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah dan Peraturon Menteri Dolom
Negerl Nomor 19 Tahun 2024 fentang
Peraluran  Pelaksancan  Peraturan
Pemerintoh Nomor 13 Tohun 2019
tentong  Loporon  don  Evoluasi
Penyelenggoraon  Pemefintohan
Doeroh  felah  mengomonatkan
kepada selruh pemerintoh doerch
untuk menyompaikan Loporan sefiop.
tohunnya, ferdd  alos  Loporon
Penyelenggoraon  Pemerintohan
Daerah yang disompaikon kepoda
Pemerintoh melalui Gubemur Jowa
Tmur,  Loporon  Keferangon
Pertanggungiawaban Kepala Doerch
Kepada DPRD, seda Ringkoson

Laporon Penyelenggaraon
Pemerinichan  Daerch  kepoda
Masyarakal,

Materi peloporan dolom Loporan

Penyelenggaroan  Pemerintahon i
Kabupolen Lumajong  mencakup

proses penyelenggaraon
pemerinichan  dalom  rangka
penyelenggaroon wusan

pemeriniohan pada urusan - wojb,
urusan piihan don penunjong urusan
pemerintahan sera tugas
pembantuon.

~

b 3
Penyelenggaraon Pemerintahon o
Kabupaten  Lumacjong  pada
Tahun 2024 feloh dioksanakan
dengan menghasikan kemajuan
pada berbagal bidang
pemerintohan dan pembangunan.
Meskipun feich banyok copaian
kebehasion.  mash  terdapot
permasalohan dan kendala yong
hadapi, diharapkan
permasalahan  yong  dihadapi
fersebut dapat segera ferselesaikan.
Melalui laporan i diharapkan
memberkon gombaron  objekif
tentang perkembangan
penyelenggaraon  pemerintohan
daerah di Kabupaten Lumajong dan
bermanfoot  sebogoi  bohan
pembincon.  pengawasan,  dan
fion  penyelenggaraon
Pemerintahan serta sebagai bahan

mendatang agar konsisten dengan
RPD Kabupaten Lumajang Tohun
2024202  maupun  dokumen
perencanaan yang lain.

Akhir kato, saya  ucapkan
terima kosh kepada semua pihak
yang teloh berparfispasi  dalom
penyusunan Loporan
Penyelenggaroan  Pemerintahan
Daeroh Kabupaten Lumajang Tahun
2024,

Lumojong,  Maret 2025
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2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun
Anggaran 2024;

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)

BUPATI LUMAJANG

Tahun Angs:

Assalamunlashem Warshmarudlake Wabarakaruk
selamat Pagl dan Salam Sefahtera

B

')
NDAR AMPERAWAT

3) Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran
2024;

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG

©

NV30dV1 E

Standar
Pelayanan
Minimal

Standar
Pelayan:
yan an o oyt eani parfoion kshodiat Aloh SWT,Tuhon YME olassegola
e . f ") berko! don korunionya, dolam proses penyusunon Loporon Stondar Pelayonon
Minimal (SPM) bkl
Kabupaten Lunaj anq yong difelapkan.

NVdV¥3IN3d 5

Terbitnyo Peraturan Pemerntah Nomor 2 Tohun 2018 fentang Stondar
Pelayanan Minimal dan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
fentong Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupokan ocuon  dalom

Standor Pelayanon Wil () odeion ketentuan feniang jens don
4 sefiop worga secara minimal. Penekanan kata “minimal™ dolom istioh SPM ini

mengocu pada batas minima tingka! cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang

horus mampu dicapai oleh sefiap daeroh.
Loporan Standar Peiayanan Minimal ini tersusun atas kerjasoma fim yang
felah bonyak mencurahkan wakiu, tenaga don piiran bak di sekuruh jojoran
Perangkat Doeroh dalom rangka percepaton penerapan dan pencapaian SPM
untuk terbaik
Dolom penyajian loporan ini masih banyok kekurangan dan kelemahan.

Kiifik don saran sangat dihorapkan demi kesempumaon laporan SPM i, Atas
bontuon don kerjasomanya dari berbagal phok komi mengucapkan banyok
teimakash.

Lwmojang. Maret 2025
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4) Pelaporan PATEN Semester

Il Tahun 2024;

EKSOTIK

. Jalan Alun-Al

& tape;
LAPORAN
Sekretarin Dacrah Kab. Lumajang

100.1.2/24/427.11/2025
Penting

Lampiran
Perihal Laporan
Semester 1l Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH
[T 7 Telp./Fax. (0334) BA7464
melumajangkab.go.id
LUMAJANG 67316

Kepala Bogian Tata Pemerintahan Setda Kab. Lumajang

Pelaksanaan Pelayaran Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

L PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

pelayanan di Kee

bentuk laporan PATEN

Hasil pelaporan PATEN terscbut merupakan dasar evaluasi kami
per semester terkait pelaksanaan
olch Comat dan daser evaluasi

K Bupat

dalam membuat laporan analisa
kewenangan yang _dilaksanaken
PATEN semester [l

Dalam rangka Prmbinaan dan Pengawasan Pelayanan Administras:
Terpadu Kecamatan (PATEN) perhu dilakukan evaluasi pada pelaksanaan

tan sekaligus memantau sampai
pelaksanaantugas scbagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada
Camat melalui pelaporan yang dilakukan Camat kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah tentang peiaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan
Bupati yang diberikan kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam

scjouh mana

Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,

3. Burat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45
tentang Pelimpahan Scbogian Kewenangan Bupati Kepada Cam:

€. Tujuan

Memantau dan menganalisis perkembangan pelaksanaan PAT
terutama pada pelaksanaan tugas sebagian kewenangan Bupat

dilimpahikan kepadaCamat.

1. RUANG LINGKUP

Berfokus pada pelaporan Camat terkait pel
pelayanan non perizinan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat

PATEN.

Dipindai dengan CamScanner

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
7 Secara umum pelaks

kewenangan pelay;

an yang dilimpalikan kepada Camat di Tahun 2024

sih periu terus dilakukan  per
penertiban pelaporas

dilengkaps dengs

doman format untuk
s kecamatan dalam pelaksannnn
eksternal dan internal kecamatan

pelayanan

2. Saman
< Pelaksa kewenangan yang diberil
harus dipantau dan di evaluasi seca
pelaporan PATEN setiap bulannya.
# Sosialisasi dan pembinaan terkait teknis pelaksanaan Sur
Keputusan Bupati Lumajang Nomoe 188.45/8/427.12/20
akan dilaksanakan secara terus menerus.

V. PENUTUP

Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan untuk
dapatnya diberikanpetunjuk dan arahan lebih lanjut

Dibuat
Pada tanggal

di Lumajang
24 Janvari 2025

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahtes

Kepela :11[2:

Dipindai dengan CamScanner

5) Pembayaran luran APKASI

Cabang:

Tanggal/ O«

APLIKASI TRANSFER/KIRIMAN UANG | APPLICATION FOR TRANSFER

NAMA PENGIRIWY 1A TTES

NOMOA SEKENING PENERIVAS A NETICUAY S NUMIE

NANA PENERINAY GF 7L a g\

ALANAT PENERIMAY GEATFICLART S ADVRE -

PROIKY (N0 HPTEMNLLY A 1 ADDARESS i
=

XOW/ NEGAA BAGAN l NEGARA/ COLNI T &

ALAMAT PENGRIMY AF74T7 ¢ [ wom Ut
] w00 seGATN

b - 2 . e
Rl NAMA YANG DAPAT DRIUSUNGL W
o
=
B 510 NANDPHONE, AAMDS N A0 NOLTELEFON z

n:)V."\- MO RTAPNING RANS W WY M BAN

’ AEADIE 1RTIE P § Ry G, T A b P R 4 S L e
DOSTOLEH BANG o

e €01 Bk bareiponden (Foetiaskan ha wiarwy)

NETRUNS ML ¢

] fegrin l O

bankjatim

EE]( | J_' 1 Jonis Pengiiman [ | RTGS (RealTime Gross Settlement]
T S iy - 1 lainnve

KODE BANKS A8

HUSUNGAN KEUANGAR [ INANTIAL 0 o
TUUAN TRANSAXSY

s
[Cmabangan iy o 3 1[5

[CICek B/ Earw o I

OPEIRDI

NALRUSKG JUMLAM WAL T ASNG LA FINVLAM PR \/
= R N T F " EMINCR R
s L Rs.
AN/ o LU g
TERSLANG FUM T4 —] 4
Pemanen’
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LYANMAIRNG

EKSOTIK

4.2. Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Tribulan I

1) Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX

Omnom: DaerahWadi Momr‘Pélayarfan

o.. Publik Lebih Primaldi tumajang
Poringatan il bukan sekadr seremoal, ini mamentum untuk

4 mitmen kita yang fokti, 3
inovatl, doo| bcmnonlast penuh pada pelayanan publik. .

Sinergi yang NS Lol e pusat dan daerah menjadi kunci menghadapi M s
iY kompleksitas tantangan masa depan. Marl kita jadikan semangat

otonomi daerah sebagai motor penggerak untuk menghadirkan

pelayanan pubi yang prima dan meningkatkan kesejabteraan

masyarakal secara merala.

Lomtjang BELE
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5. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan
» Dokumen Kerjasama Tribulan |

1. Perjanjian Kerjasama antara Universitas Hafshawaty Zainul Hasan dengan
Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Peyelenggaraan Pendidikan,
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia di Kabupaten Lumajang

g @
ABDIAN
A

2. Perjanjian Kerjasama antara Fakultas IImu Kesehatan Universitas dr.
SOEBANDI dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan

Sumber Daya

\ @
RAKAT, DAK

g
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LY MAagtnG

EKSOTIK

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan
Universitas Islam Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian

Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 11
PENUTUP

....,”ﬁu

» Rapat Koordinasi Kerjasama Tribulan |

1)

Fasilitasi Pembahasan Draft Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Universitas Islam Malang
tentang Kerja Sama Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka
Peningkatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan,
Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Lumajang (14 Januari 2025)

27
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2) Fasilitasi Rapat Pembahasan Draft Nota Kesepakatan antara Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Sinergi
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Rangka Peningkatan
Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Bidang Perencanaan
Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten Lumajang (24 Januari 2025)

28
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3) Fasilitasi Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia
(ASKRINDO INSURANCE) tentang Penggunaan Asuransi di Kabupaten
Lumajang dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia tentang Asuransi
Sebagai Perlindungan Diri Bagi Penunjang di Objek Wisata Selokambang
dan Waterpark (6 Februari 2025)

4) Monev tindak lanjut Penyusunan Perjanjian Kerjasama Daerah Urusan
Transportasi, Kebencanaan, dan Pariwisata Kawasan Bromo Tengger
Semeru (BTS) (26 Februari 2025)
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» Dokumen Kerjasama Tribulan Il

Kejaksaan Negeri

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor : 100.3.7.1/2-KSB/427.11/2025
: KS23/M.5.28/Gs.1/05/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima (7-05-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini

1 INDAH AMPERAWAT! : Bupati Lumajang, berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 -
221 tanggal 28 Januari tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan

Kepala Daerah Pada Kabupaten/Kota Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030,
dalam hal ini bertindak menjalankan
jabatannya tersebut untuk dan atas nama
serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten
Lumajang yang berkedudukan di Jalan Alun-
Alun Utara Nomor 7 Lumajang untuk
sclanjutnya  disebut  sebagni  PIHAK

Kepala  Kejaksaan Negeri  Lumajang,
berdasarkan Keputusan/Surat Jaksa Agung
Nomor : KEP-IV-1163/C/08/2024 tanggal 09
Agustus 2024, dalam hal ini bertindak
menjalankan jabatannya tersebut untuk dan
atas nama Kejaksaan Negeri Lumajang yang
berkedudukan di Jalan Brigien Slamet Riyadi
No. 131 Kelurahan Tompokersan Kecamatan
Lumajang Kabupaten Lumajan untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

BEEE

Il KOSASIH

EKSOTIK

1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan
Lumajang tentang Penanganan Masalah Hukum

Lumajang

terhitung sejak tanggal terjadinya force majeure. Segera sctelah
diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya force majeure
terscbut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk
menentukan akibat dari force majeure terscbut serta cara
penyelesaiannya
? i dimaksud
pada ayat (3) menyebabkan tidak diakuinya kejadian force majeure olch
pihak lainnya.

“

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama
ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kescpakatan ys

dituangkan dalam Perubahan Kescpakatan Bersama (adendum)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi
pada PARA PIHAK, PAI sepakat segala ketentuan dan syarat
syarat dalam Kescpakatan Bersama ini tetap berlaku dan tetap mengikat
bagi PARA PIHAK yang serta penggar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi Bersama oleh

PARA PIHAK dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal
schagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dus) bermetcrai dan
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan PT
Asuransi Kredit Indonesia tentang Pemanfaatan Asuransi di Kabupaten

L @ ASKRINDO | i

KESEPAKATAN BERSAMA

= PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
= TENTANG
PEMANFAATAN ASURANSI DI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 100.3.7.1/3-KSB/427.11/2025
NOMOR: 04/MOU/DIR/ASK/V/2025

= Pada hari ini, Jum'at, tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua
= Ribu Dua Puluh Lima (09-05-2025), bertempat di
L yang bertanda tangan di bawah ini
= L INDAH AMPERAWATI Bupati Lumajang berdasarkan Surat
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nom
100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28
=] Januari 2025 tentang Pengesahan
- Pengangkatan ala Dacrah Pada
Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan
= Kepala rah Serentak Tahun 202
4 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam
al ini secara sah bertindak untuk dan
=3 4% nams Pemerintah Kabupaten
= Lumajang, berkedudukan
e alun Utara No. 7 Lumajang, Kabupaten
= disebut
= 11. BUDHI NOVIANTO
Direktur Bisnis PT Asuransi Kredit
12 Indonesia  berdasarkan  Keputusan
- Menteri Badan Usaha Milik Ne
= Direktur Utama Perusshasn Perseroan
s (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha
indonesia ku Para Pemegang
|- Saham PT Asuransi Kredit Indonesia
-~ Nomor: SK-219/MBU/07/2023  dan
- Nomor:  18/KepSir-PS/BPUI/VII/2023
= tanggal 31 Juli 2023 tentang
>
=

@ ASKRINDO

musyawarah yang sclanjutnya dituangkan dalam
Bersama dan

merupakan bagian yang tida

K terpis
Kescpakatan Bersama ini

10
ADENDUM

(1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama

Peraturan Perunc

kebijakan pemerintah da
ngaiibatkan perubahan dalam Kescpakatan
maka PARA PIHAK scpakat untuk melakukan
tuan Kesepakatan Bersama ini

yang akan m

ap kete:
(2) Setiap perubahan yang
perlu atau belum cukup diatur dalam Kescpakatan Bersama

dilakukan dan hal hal lain yang

tertulis dalam suatu Perjanjian Tambahan (adendum) yang

upakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan
na i
sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK

telah dit kan didalam Ki k Bersama
tak dapat dibatalkan secara sepihak ta

ini a adanya

persetujuan secara tert

is terlebih dahulu dari pihs n. lainnya

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipatuhi
Bersama olch PARA PIHAK dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam

masing-masing mempunyai

BUDHI NOVIANTO

e
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3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Lumajang tentang Optimalisasi Kepesertaan Dalam Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang

e

BPJS

© Ketenagakerjaan

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG LUMAJANG
TENTANG (1) Apobila dalam  pelaksa
OPTIMALISASI KEPESERTAAN DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL p
KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN LUMAJANG

Pasal

10
KETENTUAN LAIN-LAIN

i Kesepakatan  Bersaman

rintah don  peraturan  perundang-und
mengakibatkan perubahan-perubahan dalam  Kesepakat
ini, akan dibicarnkan dan disepakati olch PARA PIHAK

! ati olch PARA PIHAK
wtan Bersama ini

NOMOR : 100.3.7.1/4 - KSB/427.11/2025
NOMOR : MOU/001/052025

n di dalam Kesep:
scpihak tanpa adany
1ri PIHAK lninny

secarn tertulis terlebih dahul

Pada hari ini Jum’at, tanggal Sembilan Bulan Mel tahun Dua Ribu Dua i et

Puluh Lima (9-5-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini Pasal 11

PENUTUP

L INDAH AMPERAWATI Bupati Lumajang, berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 -
221 tanggal 28 Januari 2025 tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Dacrah
dan  Wakil Kepala Daerah Pada
Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2024 Masa
Jabatan Tahun 2025 - 2030, dalam hal ini
bertindak  menjalankan  ja
tersebut untuk dan atas nama ser
mewakili Pemerintah Kabupaten Lumajang
yang berkedudukan di Jalan Alun-Alun
Utara Nomor 7 Lumajang untuk
sclanjutnya  disebut  scbagni PIHAK
KESATU;

Il ANIF MUBASYIR : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Cabang Lumajang,
berdasarkan Keputusan Direksi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial

n Kescpakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari

tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterni, masing;

masing mempunyai kek hukum yany

PIHAK KEDYA, ATU,

ANIF MUBASYI

Dipindai dengan CamScanner

'l/“/_«‘«’ 1 l‘m'rn

Dipindai dengan CamScanner

4) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan
Sekolah Tinggi IImu Kesehatan Bhakti Al-Qodiri tentang Tri Dharma
Perguruan Tinggi di Kabupaten Lumajang

A Pasal 9
( ¥ ) KESEPAKATAN BERSAMA AR,
ar ANTARA (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat
| &) PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan van
DAN mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI AL-QODIRI akan dibicarakan dan disepakati clch PARA
TENTANG (2) Bahwa segala sesuatu yang telah d

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI sebagaimana telah dituangk;
DI KABUPATEN LUMAJANG dapat dibatalkan secara sepihak 1

adanya

tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya

Nomor 100.3.7.1/5 - KSB/427.11/2025
Nomor : 09.02/HMS/SBA/V1/2025

Pasal 10
Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh PENUTUP
Lima (10-6-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandats
tanggal tersebut di atas dala
mempunyai kekuatan hukum yang sama

gani pada hari dar

, mas

1. INDAH AMPERAWATI Bupati Lumajang berdasarkan Surat

K Menteri Dalam Negeri Nomor
in 2025 tanggal
Januari 2025 tentang Pengesah

m rangkap 2 (dua) berme ing-masing

Kepala Daerah

Kota Hasil Pemilihan
entak Tahun 2024

Jabatan Tahun 2025-2030, dalam

secara sah bertindak untuk dan

atas nama Pemerintah Kabupaten e

Lumajang, berkedudukan di Jalan Alun- FIKA INDAH PRASETYA o AMPERAWATI

alun Utara No. 7 Lumajang, Kabupaten -

Ly ajang, yang selanjutnya disebut

PIHAK KES

Kepala Daerah

Masa

L. FIKA INDAH PRASETYA : Ketua Sckolah Tinggi llmu Kesehats

Bhakti Al-Qodiri, berdas: an
Keputusan Yayasan Al-Qodiri
Nomor 25/Yi K.SBA/VIII/ 20

tanggal tentang

Tinggi llmu
Keschatan Bhakti Al-Qodiri  Masa
Jabatan Tahun 2024 - 2028, dalam hal
ini secara sah bertindak untuk dan atas
nama Sekolah Tinggi llmu Keschatan

Pengar
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5) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumjang dengan
Kejaksaan Negeri Lumajang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lumajang

Py o
t 4 PERJANJIAN KERJASAMA
\i”t&’. ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG g
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MAL PELAYANAN
PUBLIK KABUPATEN LUMAJANG Pasal 15
PENUTUP
Nomor : 100.3.7.1/4-PKS/427.11/2025
Nomor : KS-24/M.5.28/Gs.1/05/2025 Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani olech PARA
PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun terscbut di atas, dibuat
Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan memiliki kekuatan
Lima (7-5-2025), bertempat di Lumajang yang hukum yang sama

di bawah ini :

I MUSTAJIB Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Lumajang, yang diangkat berdasarkan i
Keputusan Bupati Lumajang Nomor H )
800.1.3.3153/427.72/2024 tanggal 21 B NE

Agustus 2024 tentang Pengangkatan _—
Di‘hm Jabatan , dalam Fm] ini bertindak SEHOSASIH
untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Lumajang, berkedudukan di
Jalan Veteran No. 72  Lumajang,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

1. KOSASIH Kepala Kejaksaan Negeri Lumajs
diangkat berdasarkan Keputusa
Agung Republik Indoneisa Nomor KEP

yang

Jaksa

IV-11653/C/08/2024 tang
2024, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas  nama  jabatan
berkedudukan di Jalan Brigiend
Riyadi No. 131 Lumajang, selanj
discbut PIHAK KEDUA

9 Agustus

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sclanjutnya secara bersama
sama dalam Perjanjian Kerjasama ini discbut PARA PIHAK dan secara
sendiri-sendiri disebut PIHAK

Ahak | Phak ]

Dipindai dengan CamScanner

BT

Dipindai dengan CamScanner

6) Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lumajang dengan Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Islam Malang tentang
Penyelenggaraan  Bimbingan  Tenis/Workshop/Seminar/Sosialisasi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lumajang

Pasal 10

PERJANJIAN KERJA SAMA PENUTUP
ANTARA "‘"‘
sxxursxiAT DEWA reRwAXIAY naxvar nasas: WA perianjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2

KABUPATEN LUMAJANG

ukup dan mempunyai kekuatan hukum yang ss

DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS ISLAM MALANG R
TENTANG e b i
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN B
TEKNI! PIMPINAN L ol ol %f&an
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LUMAJANG MAHAYUIWORO LESTARI

Nomor : 100.3.7.1/5-PKS/427.11/2025
Nomor :284/G164/U.LPPM/C.06/K/V/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima (06-06-2028) bertempat di Lumajang, kami yang bertanda tangan di

1. MAHFUD

Lumajang untuk selanjutnya disebut
KESATU
II. MAHAYU WORO LESTARI - Ketua Lembaga Pencl

Fiak 1 | Fhak i

32



7

8)

LY MAagtnG

EKSOTIK

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan PT
Asuransi Kredit Indonesia tentang Asuransi Kecelakaan Diri Bagi
Pengunjung Obyek Wisata yang Dikeloka oleh Pemerintah Kabupaten
Lumajang

@ ASKRINDO

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA @ ASKR‘INDON
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG T

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

TENTANG Pasal 20

ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PENGUNJUNG OBYEK WISATA PENUTUP

YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR: 100.3.7.1/6-PKS/427.11/2025 Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh PARA PIHAK

NOMOR: 32/PKS/PMK/DIR/VI/2025 dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut

di atas, dalam rangkap 2 (du) bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan
Pada hari ini, Kamis, tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua hukum yang sama

puluh lima (05-06-2025), bertempat di Lumajang, yang bertanda tangan di

bawah ini

YULI HARISMA WATI Kepala Dinas Pariwisata  Kabupaten PIHAK KEDUA,
Lumajang, berdasarkan Keputusan Bupati
Lumajang  Nomor  821/36/427.72/2022
tanggal 2 Maret 2022 Tentang Pengangkatan
Dalam Jabatan, yang berkedudukan di
Kawasan Wonorejo Terpadu, Kabupaten
Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, 'BUDHI NOVIANTO
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

BUDHI NOVIANTO Direktur Bisnis PT Asuransi Kredit Indonesia
berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha
Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan
Usaha Indonesia selaku Para Pemegang
Saham PT Asuransi Kredit Indonesia Nomor:
SK-219/ MBU/07/2023 dan Nomor: 18/KepSir-
PS/BPUI/ VII2023 tanggal 31 Juli 2023
tentang Pemberhentian dan Pen
Anggota-Anggota Direksi PT Asu
Indonesia, berkedudukan di Jalan Angkasa
Biok B-9 Kaving 8 Kota Baru Bandar
Kemayoran Jakarta Pusat 10610, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

NI N e

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang
Lumajang tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang Bersumber
Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025.

Pasal 14
ADENDUM

D«

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DAN

Pasal 15
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PENUTUP
CABANG LUMAJANG
TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025

Nomor : 100.3.7.1/10 - PKS/427.11/2025
Nomor : PER/63/062025

PIHAK KEDUA, . PIHAK KESATU,

<, i e
DADANG KOMARUDIN SU!* AN
1L. DADANG KOMARUDIN
Phalc 5
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» Rapat Koordinasi Kerjasama Il

1) Fasilitasi Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan
Kepolisian Resor Lumajang tentang Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir
di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat di

2) Fasilitasi Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah

Kabupaten Lumajang dengan Kejaksaan Negeri Lumajang tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Lumajang (29 April 2025)

3) Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten
Lumajang dengan Kejaksaan Negeri Lumajang tentang Penanganan




4)

5)

6)
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Fasilitasi Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dengan PT. Bank Pembangunan
Jawa Timur Th Cabang Lumajang tentang Pengelolaan Uang Daerah (20 Mei
2025)

Fasilitasi Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Lumajang dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Lumajang tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau dan Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama antara
Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Lumajang tentang Perluasan Kepesertaan Dalam Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang (21 Mei 2025)

Fasilitasi Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Lumajang dengan Pemerintah kabupaten Jember tentang
Replikasi Inovasi — Inovasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah (27 Mei
2025)
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7) Fasilitasi Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Lumajang dengan PT. Bank Pembangunan Jawa Timur, Tbk
Cabang Lumajang tentang Layanan Jasa Keuangan Implementasi
Siskeudes Link Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa Secara Non

Tunai (2 Juni 2025)

8) Fasilitasi Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara Pemerintah
Kabupaten Lumajang dengan STIKes Bhakti Al-Qodiri Jember tentang
Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Lumajang (10 Juni

2025)
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9) Penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Lumajang dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lumajang tentang
Kepesertaan Program Jamsostek Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Yang
Bersumber Dari Sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025
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7. Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah

EKSOTIK

> Berita Acara Rekonsiliasi KIB Semester Il Tahun 2024
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8. Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

KAB. LUMAJANG

RENCANA KERIA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKASKPD)

TAHLN ANGGARAY 2035

URUSAN PEMERINT AIAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTARAN
BIDANG URLISAN SEKRETARIAT DAERAH
CRGANISASE SEKRETARIAT DAERAH

Dirs. AGUS TRIYOND, M|

b NP o

REA PENTIAPATAN SKPD
| REABELANIA SKPD

REA-PEMBIAY AAN-SKFD

0 ,
Y \{“\_';)\;\,\_T\-:\ -

TRIKONDO CAHYONG. § Sea

NIP: 196709161981 081
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